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BUPATI HULU SUNGAI SELATAN 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN 

NOMOR  5 TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2011 

TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, 

Menimbang  :  a.  bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu 
Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah, perlu dilakukan beberapa penyesuaian terhadap 
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi 

Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; 

  b.  bahwa tarif retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan 
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 

2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 
telah dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan yang 

berlaku dengan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 
tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi 

Jalan Umum; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 
Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan 

Umum; 

Mengingat   :  1. Undang – Undang  Nomor  27  Tahun  1959  tentang   

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 

1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 

72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1820); 

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia 

Urusan  Piutang  Negara  (Lembaran Negara  Tahun 1960 

Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104); 

3. Undang - Undang Nomor  8  Tahun 1981 tentang Hukum 

Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3209); 

4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286);  
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5. Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4444); 

7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5025); 

8. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

9.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5601);  

11. Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  1983  tentang 

Pelaksanaan  Hukum    Acara Pidana  (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 58  Tahun 2010 tentang Perubahan atas 
Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan 
Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana  (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor  5145); 

12. Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun  2005  tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4654); 

14. Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2010  tentang 
Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5106); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);  

16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5533);  

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

18. Peraturan  Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang 
Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat 

Perbelanjaan dan Toko Modern; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana diubah beberapa kali  terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Peraturan  Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

21. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Hulu  Sungai  Selatan  

Nomor  5 Tahun 2010 tentang  Pokok – Pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah  (Lembaran  Daerah  

Kabupaten  Hulu  Sungai  Selatan Tahun 2010 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai 

Selatan Nomor 5); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 
Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12); 

 
 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN 

dan 

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN 

 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG 

RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM. 
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Pasal I 

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang 

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.  

2. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan. 

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai 

Selatan. 

5. Dinas Perdagangan adalah Dinas  Perdagangan  Kabupaten Hulu Sungai 

Selatan. 

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 
Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Hulu Sungai Selatan. 

7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 

8. Tempat Pelayanan Parkir adalah ditepi jalan-jalan umum dalam Daerah 

yang diperuntukkan sebagai tempat parkir kendaraan. 

9. Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum adalah sejumlah uang 

yang harus dibayar kepada Pemerintah Daerah oleh setiap orang yang 

memarkir kendaraan di tepi jalan umum. 

10. Kendaraan adalah kendaraan bermotor atau tidak bermotor. 

11. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi 

Daerah sesuai dengan Peraturan perundangundangan yang berlaku. 

12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD 
adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah 

pokok retribusi yang terutang. 

13. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, 

Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya , Badan Usaha Milik Negara 
atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun, Persekutuan, 

Perkumpulan, firma kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang 
sejenis, lembaga, dana pensiun bentuk usaha tetap serta bentuk badan 

usaha lain. 

14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah 
surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi 

berupa bunga dan/atau denda. 

15. Jasa Umum adalah Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah 

Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat 

dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 

16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan 

atau menikmati jasa parkir di tepi jalan umum. 

17. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan 

daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang 
khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk 

kepentingan orang pribadi atau badan. 
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18. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan 
parkir di Tepi Jalan Umum yang ditentukan oleh Pemerintah daerah 

karena jalan menyangkut kepentingan umum, maka penetapan jalan 
umum sebagai tempat parkir mengacu kepada ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

19. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian 

tindakan yang dilakukan penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya 
disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang 
dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi 

daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 

 

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 2 

(1) Pengelola dan penyelenggara parkir di tepi jalan umum dilakukan dan 

atau diawasi oleh Pemerintah Daerah. 

(2) Pengelolaan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang 
berada di lingkungan pasar daerah dilaksanakan oleh Dinas 

Perdagangan atau SKPD yang membidangi pengelolaan pasar daerah. 

(3) Pengelolaan penyelenggaraan selain di lingkungan pasar daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas 
Perhubungan atau SKPD yang membidangi transportasi. 
  

3. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 13 

Struktur besarnya Retribusi yang dikenakan terhadap wajib retribusi 

ditetapkan sebagai berikut: 

a. kendaraan Truk Gandengan, Tempelan dan alat-alat berat Rp10.000,00; 

b. kendaraan jenis Truk Besar dan Bus Besar Rp5000,00; 

c. kendaraan Truk Sedang dan Bus Sedang Rp4.000,00; 

d. kendaraan jenis sedan, Jeep, Pick Up, Minibus dan sejenisnya 

Rp3.000,00; 

e. kendaraan Bermotor Roda 3 (tiga) Rp2.000,00; 

f. kendaraan bermotor Roda 2 (dua) Rp2.000,00; 

g. kendaraan tidak bermotor Roda 2 (dua) Rp1.000,00. 

 

4. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 23 

Instansi pemungut adalah: 

a. Dinas Perdagangan atau SKPD yang membidangi pengelolaan pasar 

daerah untuk parkir di tepi jalan umum di lokasi Pasar Daerah; dan 

b. Dinas Perhubungan atau SKPD yang membidangi transportasi untuk 

parkir di tepi jalan umum di luar lokasi Pasar Daerah. 
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5. Ketentuan Pasal 24 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai 

berikut: 
 

Pasal 24 

(1) Setiap orang pribadi atau badan hukum yang memarkir kendaraan, wajib 

menempatkannya pada lokasi parkir yang telah ditetapkan. 

(2) Lokasi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lebih 

lanjut dengan Peraturan Bupati. 

(3) Tanggung jawab Pengelolaan parkir di tepi jalan umum sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) berada pada:  

a. Dinas Perdagangan atau SKPD yang membidangi pengelolaan pasar 

daerah untuk parkir di tepi jalan umum di lokasi Pasar Daerah; dan 

b. Dinas Perhubungan atau SKPD yang membidangi transportasi 

untuk parkir di tepi jalan umum di luar lokasi Pasar Daerah. 

(4) Penetapan lokasi parkir dengan memperhatikan: 

a. Rencana Tata Ruang Wilayah; 

b. Keselamatan dan kelancaran lalu lintas; 

c. Kebersihan dan keindahan lingkungan; dan 

d. Keamanan dan kemudahan bagi pengguna jasa. 

 

Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu 

Sungai Selatan. 
 

Ditetapkan di Kandangan 

pada tanggal 1 Agustus 2019 

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, 

TTD 

ACHMAD FIKRY 

Diundangkan di Kandangan 

pada tanggal 1 Agustus 2019 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN, 

TTD 

MUHAMMAD NOOR 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN 

TAHUN 2019 NOMOR 5 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (4, 43/2019) 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PER-UU-AN, 

 

 

H. ZAINI FAHRI, S.H., M.Si. 
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PENJELASAN 

ATAS 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN 

NOMOR 5 TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2011 

TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM 
 
 

I. UMUM 
Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai 

Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu dilakukan 
penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi 

Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum berkaitan dengan tugas dan fungsi SKPD 
teknis yang menangani pelayanan parkir di tepi jalan umum pada lokasi pasar 
daerah dan di luar lokasi pasar daerah. 

Bahwa tarif retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten 
Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di 

Tepi Jalan Umum telah dilakukan penyesuaian sesuai ketentuan yang berlaku 
dengan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 tentang Penyesuaian Tarif 

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sehingga perlu diatur kembali 
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2011 
tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu dilakukan perubahan 
atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir 

di Tepi Jalan Umum. 
 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal I 

Cukup Jelas 

Pasal II 
Cukup Jelas 

 
 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN 
NOMOR 5 


